
BHINNEKA TUNGGAL IKA:  
Pancasila Jurnal Internasional 
Berbahasa Indonesia

Volume 2 Issue 2, November 2025 
P-ISSN: 3089-3178, E-ISSN: 3089-3224 

DOI: https://doi.org/10.52738/bti.v2i2.50 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License 

 

 
 

 
Reformasi Lembaga Perwakilan Indonesia yang 
Berlandaskan Budaya Bangsa untuk Percontohan di Tingkat 
Global 
Ayon Diniyanto1,  
1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia. E-mail: ayondiniyanto24@gmail.com 
 
 
Abstrak: Demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 memberikan pesan 
bahwa lembaga perwakilan kurang mampu menyerap aspirasi rakyat. Publik 
merasa tidak puas dengan kanal aspirasi formal yang ada. Lembaga perwakilan 
tidak menjalankan fungsi secara maksimal. Pertanyaan yang muncul: (1) 
mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? (2) 
bagaimana reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa?; dan 
(3) bagaimana strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan 
global? Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan alasan atau penyebab 
fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal; (2) merumuskan 
reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa; dan (3) 
merumuskan strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan 
global. Hasil penelitian dalam artikel ini menjelaskan bahwa fungsi lembaga 
perwakilan tidak berjalan dengan maksimal berbagai penyebab. Penyebab 
tersebut lahir karena ada faktor. Penyebab tersebut juga memiliki akibat. 
Penyebab harus diselesaikan dengan solusi. Solusi diberikan untuk membuat 
reformulasi terhadap formulasi yang telah ada. Reformulasi harus diterapkan 
dalam bentuk reformasi. Reformasi yang ideal adalah reformasi lembaga 
perwakilan agar berlandaskan budaya bangsa yaitu gotong royong. Jika 
reformulasi dan reformasi lembaga perwakilan diterapkan secara konsisten dan 
konsekuen. Lembaga perwakilan di Indonesia yang berlandaskan budaya 
bangsa dapat menjadi percontohan di tingkat global. 
 
Kata kunci: lembaga perwakilan; budaya bangsa; reformulasi; reformasi; global; 
gotong royong 
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1. Latar Belakang  
Aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi perhatian 

publik di dalam dan luar negeri. Hal ini karena demonstrasi yang terjadi tidak 
seperti demonstrasi biasa. Ada berbagai hal yang nampak seperti di luar 
dugaan. Aksi demonstrasi dilakukan di berbagai daerah (Bestari, 2025; B. N. 
Indonesia, 2025; Irfani, 2025; Rahman, 2025; Wiryono & Damarjati, 2025). 
Kemudian, aksi juga ada yang diwarnai berbagai tindakan yang tidak teratur, 
seperti adanya aksi perusakan bahkan pembakaran fasilitas umum dan gedung-
gedung milik pemerintah. Kemudian juga terjadi aksi penjarahan terhadap 
rumah beberapa politisi dan pejabat pemerintah. Namun aksi demonstrasi 
tersebut tidak bisa digeneralisir mengakibatkan adanya perusakan, 
pembakaran, dan penjarahan. Adanya aksi perusakan, pembakaran, dan 
penjarahan dapat diduga karena ulah segelintir oknum yang tidak 
bertanggungjawab (Akashi, 2025b; BBC Indonesi, 2025; BBC N, 2025; Detikcom, 
2025; Dirgantara & Belarminus, 2025; Farisi & Huda, 2025; Mae, 2025; Melani, 
2025; Nabila, 2025; Nur, 2025; Sushmita, 2025). 

Walaupun aksi demonstrasi tidak dapat digeneralisir dalam soal akibat 
adanya perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Namun aksi demonstrasi yang 
terjadi akhir Agustus 2025 dapat digeneralisir dalam soal aspirasi masyarakat. 
Aksi demonstrasi yang menyerukan aspirasi masyarakat tidak bisa dibantah. 
Karena memang fakta di lapangan, peserta demonstrasi bertujuan untuk 
menyuarakan aspirasi (Akashi, 2025a; Firdaus, 2025; Widyatama, 2025). 

Pertanyaan fundamental yang muncul adalah, mengapa masyarakat 
menyuarakan aspirasi melalaui demonstrasi? Mengapa aksi demonstrasi terjadi 
di berabagai daerah? Mengapa aksi demonstrasi berlangsung berhari-hari? 
Pertanyaan tersbut harus dijawab, mengingat jika melihat sistem 
ketatanegaraan di Indonesia, seharusnya telah ada kanal kelembagaan yang 
tersedia dalam fungsi menyerap aspirasi masyarakat. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengatur 
sturuktur dan fungsi lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang 
mempunyai fungsi menyerap aspirasi masyarakat yaitu lembaga perwakilan 
rakyat yang terdiri dari (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (2) Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). 

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (1) menyatakan bahwa Dewan 
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan. Adapun DPD mempunyai fungsi: (1) mengajukan kepada DPR, 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; (2) DPD ikut 
membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
serta memberi pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tentang 
anggaran pendapatan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan (3) DPD dapat melakukan 
pengawasan terhadap undang-undang tersebut. 

Namun dalam perjalanannya, fungsi yang dimiliki lembaga perwakilan 
tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan 
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oleh dua indikator yaitu indikator kualitatif dan indikator kuantitatif. Lembaga 
perwakilan di Indonesia secara kualitatif dapat dikatakan menurun. Alasannya, 
tingkat kritisme lembaga perwakilan terhadap pemerintah tidak berjalan secara 
kuat (Abiyoso, 2025; Amar & Adhi, 2025; Amin, 2025; Irawan, 2025; Khalida, 
2025; Ritonga & Harbowo, 2025; Sutrisna & Robertus Belarminus, 2025; 
Trinugroho, 2025a, 2025b). 

Lembaga DPR dapat dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang 
berkoalisi mendukung pemerintah dan minimnya oposisi, bahkan tidak ada 
partai politik yang terang-terangan menjadi oposisi. Memang dalam UUD NRI 
Tahun 1945 tidak mengenal kata koalisi dan oposisi. Namun, kuatnya koalisi dan 
tidak adanya oposisi membuat fungsi lembaga pemerintahan tidak berjalan 
secara optimal dalam koridor  check and balances. Bagaimana mungkin, akan 
tercipta check and balances jika hampir semua partai politik berkoalisi 
mendukung pemerintah. Sementara anggota DPR adalah anggota partai politik. 
Jelas secara matematika, anggota DPR menjadi pendukung pemerintah. Apa ada 
yang berani anggota DPR yang bersebrangan dengan kebijakan Pemerintah, 
sementara partai politik yang bersangkutan mendukung pemerintah? Jelas 
posisi yang sulit bagi anggota DPR. Apalagi ada mekanisme recall dari partai 
politik terhadap anggota DPR (Abiyoso, 2025; Trinugroho, 2025a, 2025b). 

Lembaga DPD juga dapat dibuktikan dengan mudah, bahwa secara 
kualitatif tingkat kritisme tidak berjalan secara kuat. Alasannya sederhana, 
lembaga DPD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Bagaimana 
mungkin, suatu lembaga yang tidak mempunyai kewenangan akan mengkritisi 
pemerintah secara kuat? Apa ancaman terhadap pemerintah? jawabannya tidak 
ada. Karena tidak ada konsekuensi apa-apa. Berbeda dengan lembaga yang 
mempunyai kewenangan memutuskan, pasti mempunyai konsekuensi seperti 
membatalkan kebijakan atau tidak menyetujui kebijakan. Disisi yang lain, DPD 
juga tidak ada bedanya dengan DPR dalam soal kritisme. Jarang terlihat DPD 
yang berani kritis terhadap kebijakan pemerintah (Asshiddiqie, 2020; Diniyanto, 
2022). 

Disini dapat terlihat bahwa secara kualitatif, dua lembaga perwakilan 
tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal. Memang semua itu masih bisa 
dibantah, mislanya dua lembaga perwakilan tersebut sudah menjalankan 
fungsinya dengan baik. Namun saat menjalankan fungsinya ternyata tidak 
terdiseminasi atau tidak tersosialisasikan kepada publik. Hal tersebut sekilas 
mungkin ada benarnya. 

Tetapi bagaimana dengan fakta adanya demonstrasi yang terjadi akhir 
Agustus 2025? Apakah itu bisa dibantah? Secara indikator kuantitatif sulit 
dibantah. Adanya aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 secara indikator 
kuantitatif telah menandakan lembaga perwakilan tidak bisa menjalankan 
fungsi yang maksimal. Jika fungsi lembaga perwakilan dilakukan secara 
maksimal, setidaknya aksi demonstrasi bisa di cegah karena kanal yang tersedia 
memfasilitasi aspirasi masyarakat, yaitu lembaga perwakilan yang 
menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun, karena saluran aspirasi 
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tidak berjalan maksimal, tentu masyarakat mencari kanal aspirasi tersendiri, 
salah satunya dengan aksi demonstrasi (Abiyoso, 2025; Trinugroho, 2025a, 
2025b). 

Melihat permasalahan tersebut, penelitian terkait dengan fungsi lembaga 
perwakilan menjadi penting. Penelitian ini merupakan penelitian yang orisinil 
dan kebaharuan. Alasannya, karena penelitian ini meneliti fenomena terkini. 
Kemudian berdasarkan kajian riset terdahulu. belum ada penelitian yang 
spesifik mengkaji fungsi lembaga perwakilan yang terjadi saat ini. Ada berbagai 
penelitian seperti dari Martin Petlach dan Veronika Říčanová (2025) tentang 
konsolidasi demokrasi di Indonesia (Petlach & Říčanová, 2025). Penelitian dari 
Herlambang Perdana Wiratraman (2025) yang membahas tentang negara 
hukum dan oligarki di Indonesia (Wiratraman, 2025). Penelitian yang dilakukan 
oleh Bernardus Herdian Nugroho (2025) terkait aktivitas digital dan partisipasi 
anak muda (Nugroho, 2025). Trissia Wijayaa dan Kanishka Jayasuriya (2025) 
yang mengkaji kontekstualisasi demo di Indonesia Tahun 2025 (T. Wijaya & 
Jayasuriya, 2025). Penelitian dari Neira Priyanka Suci, Nazeli Riski Basanda, 
Najla, Zanika Zahiyatunnisa (2025) yang menliti tentang kekerasan negara 
terhadap rakyat: tinjauan HAM dalam penanganan aksi demonstrasi (Suci et al., 
2025). Penelitian dari Mochammad Nurdi Iriansyah (2025) yang membahas 
pengaruh pemberitaan media dan persepsi publik terkait demo mahasiswa 
(Iriansyah, 2025). Penelitian dari Risa J Toha dan Cheryl N Cosslett (2024) yang 
meneliti terkait narasi demokrasi di Indonesia (Toha & Cosslett, 2024). Penelitian 
yang dilakukan Olivia Adelwais Mandang, Carlo A. Gerungan, dan Grace M. F. 
Karwur (2023) membahas penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang 
bersifat anarkis dan berakibat perusakan barang milik negara (Mandang et al., 
2023). Penelitian-penelitian tersebut belum ada yang fokus terkait dengan 
fenomena demonstrasi akhir Agustus 2025 dan melemahnya fungsi lembaga 
perwakilan. Disinlah posisi penelitian ini diperlukan, yaitu untuk menutup 
kekosongan kajian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) mengapa fungsi lembaga 
perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? (2) bagaimana reformasi lembaga 
perwakilan berlandaskan budaya bangsa?; dan (3) bagaimana strategi lembaga 
perwakilan di Indonesia menjadi percontohan global? Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) menjelaskan alasan atau penyebab fungsi lembaga perwakilan tidak 
berjalan dengan maksimal; (2) merumuskan reformasi lembaga perwakilan 
berlandaskan budaya bangsa; dan (3) merumuskan strategi lembaga perwakilan 
di Indonesia menjadi percontohan global. 
 
2. Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan dalam artikel ini yaitu terkait dengan pertanyaan: (1) 
mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? (2) 
bagaimana reformasi lembaga perwakilan berlandaskan budaya bangsa? dan 
(3) bagaimana strategi lembaga perwakilan di Indonesia menjadi percontohan 
global? Pembahasan terkait dengan mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak 
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berjalan dengan maksimal? Artikel ini menjelaskan terkait dengan penyebab 
fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal. Faktor-faktor apa 
saja yang menyebabkan lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal? 
Pembahasan terkait dengan bagaimana reformasi lembaga perwakilan 
berlandaskan budaya bangsa? Artikel ini memberikan rekomendasi terhadap 
struktur ketatanegaraan khususnya terkait dengan lembaga perwakilan untuk 
melakukan reformasi lembaga perwakilan yang berlandaskan budaya bangsa. 
Artinya perlu menggali budaya bangsa yang relevan dengan lembaga 
perwakilan dan menjadi solusi dalam reformasi lembaga perwakilan. 
Pembahasan tentang bagaimana strategi lembaga perwakilan di Indonesia 
menjadi percontohan global? Artikel ini memberi rekomendasi tentang 
pentingnya mengglobalkan struktur ketatanegaraan Indonesia khususnya 
struktur lembaga perwakilan. Hal ini agar struktur ketatanegaraan Indonesia 
menjadi percontohan di tingkat global. 
 

2.1. Fungsi Lembaga Perwakilan Tidak Berjalan dengan Maksimal 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi 

lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal, berdasarkan 
indikator kualitatif dan kuantitatif. Indikator kualitatif dilihat dari 
fungsi lembaga perwakilan berdasarkan dari ketimpangan antara das 
sollen (keharusan) dan das sein (kenyataan). Ada ketimpangan antara 
das sollen dengan das sein. Lembaga perwakilan yang seharusnya 
kritis dan melakukan check and balances, kenyataannya kurang 
terlaksana. Kemudian secara indikator kuantitatif, adanya 
demonstrasi yang terjadi pada akhir Bulan Agustus Tahun 2025 
menandakan bahwa ada aspirasi dari masyarakat yang tidak terserap 
oleh lembaga perwakilan. Kondisi ini menjadi penting untuk 
dipertanyaakan, mengapa fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan 
dengan maksimal? Menjawab pertanyaan tersebut, ada setidaknya 
empat indikator untuk menjawab. Empat indikator dimaksud yaitu: 
(1) penyebab; (2) faktor; (3) akibat; dan (4) solusi. Harus ditemukan 
penyebab lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal. 
Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyebab 
tersebut. Selanjutnya, apa akibat dari adanya penyebab tersebut. 
Terakhir yaitu solusi terhadap penyebab yang timbul. 

Berdasarkan pengamatan dan sumber sekunder yang dilakukan 
penulis, setidaknya ada 5 (lima) penyebab lembaga perwakilan tidak 
berjalan dengan maksimal. Lima penyebab tersebut yaitu: (1) anggota 
lembaga perwakilan kurang memahami fungsi lembaga perwakilan; 
(2) anggota lembaga perwakilan tidak mempunyai kedaulatan yang 
kuat dalam melaksanakan fungsi; (3) anggota lembaga perwakilan 
tidak mengetahui aspirasi atau kehendak dari masyarakat; (4) antara 
rakyat dengan wakil rakyat (anggota lembaga perwakilan) tidak 
saling mengenal; dan (5) wakil rakyat (anggota lembaga perwakilan) 
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tidak hidup bersama-sama dengan rakyat yang diwakili. Lima 
penyebab tersebut dalam artikel ini akan dipaparkan faktor yang 
menyebabkan, akibat yang terjadi dari penyebab, dan solusi yang 
dapat dilakukan terhadap penyebab. Berikut penjabaran tentang 
penyebab, faktor, akibat, dan solusi terhadap fungsi lembaga 
perwakilan yang tidak berjalan dengan maksimal. 

Kesatu, anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi 
lembaga perwakilan. Apakah hal tersebut benar? Menjawab 
pertanyaan tersebut, tentu tidak dapat dengan mengenralisasi bahwa 
semua anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi 
lembaga perwakilan. Tentu tidak semua anggota lembaga perwakilan 
kurang memahami fungsi lembaga perwakilan. Tetapi banyak juga 
yang tidak memahami fungsi lembaga perwakilan (Kristianto, 2023; 
A. Putra, 2022; Shabrina, 2024). Buktinya apa? Banyak anggota 
lembaga perwakilan yang tidak sesuai bidang dalam tugas? 
Maksudnya bagaimana? Ada anggota lembaga perwakilan yang tidak 
mempunyai background atau latar belakang dengan bidang yang 
sama (Aslendra, 2025; Laya, 2019; Martaon, 2021; Ramadhan & Galih, 
2021; Rizki, 2024; Rosit, 2025; Siran, 2021). Mislanya bukan sarjana 
atau ahli hukum tetapi berada pada bidang atau komisi yang 
membidangi hukum (Martaon, 2021; Ramadhan & Galih, 2021; Siran, 
2021). Kondisi tersebut berbeda dengan tingkat pendidikan dan 
background anggota lembaga perwakilan. Tingkat pendidikan dan 
background tidak ada masalah selama memenuhi persyaratan 
menjadi anggota lembaga perwakilan. Misalnya ada anggota lembaga 
perwakilan yang hanya tamat Sekolah Menengah Atas/Sederajat. Hal 
tersebut tidak masalah. Begitu juga dengan background. Misalnya ada 
anggota lembaga perwakilan yang berasal dari background seniman, 
pengusaha, dan lain-lain. Hal ini juga tidak menjadi masalah. 
Permasalahan muncul seperti yang dicontohkan sebelumnya antara 
kompetensi atau background tidak sesuai dengan bidang yang 
dikerjakan. Contohnya, seniman tapi membidangi tentang pertanian 
(C. Indonesia, 2024; Rega, 2024). 

Penyebab tersebut terjadi karena faktor kurangnya kompetensi 
dan kapasitas. Selain itu juga karena tidak sesuai dengan background 
yang dimiliki. Faktor kurangnya kompetensi dan kapasitas tidak bisa 
disalahkan semua kepada anggota lembaga perwakilan. Tetapi juga 
ada penyebab dari sistem rekrutmen bakal calon lembaga 
perwakilan. Mislanya, untuk anggota DPR yang rekrutmen bakal 
calon dilakukan oleh partai politik. Partai politik tidak melakukan 
rekrutmen bakal calon berdasarkan kompetensi dan kapasitas, 
melainkan dilakukan secara subyektif atau karena faktor kedekatan 
(Firdaus & Rudiadi, 2023; Sihombing, 2018). Kemudian dalam 
rekrutmen bakal calon anggota DPD, tidak ada pengaturan yang 
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menyatakan bahwa calon anggota DPD harus memiliki kompetensi 
dan kapasitas dalam hal kewilayahan atau otonomi daerah. 

Akibat dari penyebab, anggota lembaga perwakilan tidak 
melaksanakan fungsi dengan baik. Misalnya dalam fungsi 
pengawasan. Bagaimana mungkin anggota lembaga perwakilan dapat 
melakukan fungsi pengawasan secara maksimal? sedangkan 
kompetensi atau background anggota lembaga perwakilan tidak 
sesuai. 

Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan menempatkan 
anggota lembaga perwakilan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, 
dan background. Kemudian juga perlu untuk melakukan penguatan 
kompetensi dan kapasitas sehingga dapat lebih memahami tugas dan 
fungsi yang diberikan. 

Kedua, anggota lembaga perwakilan kurang maksimal dalam 
menjalankan fungsi karena kurang berdaulat. Sebagaimana seperti 
disinggung sebelumnya. Kuatnya koalisi dan tidak adanya oposisi 
dalam partai politik, membuat anggota DPR menjadi pendukung 
pemerintah (Dirkareshza, 2025; Jehato, 2024; Sutrisna & Ramadhan, 
2025b). Kondisi ini menyebabkan anggota DPR cenderung 
mendukung pemerintah tanpa melakukan check and balances. 
Terlebih ada pengaturan recall dari partai politik. Kondisi ini 
membuat anggota DPR kurang mempunyai kedaulatan dalam 
mengkritisi dan melakukan check and balances terhadap pemerintah 
(Hakim, 2025; Hoesein et al., 2021; Lukman, 2025; N. Putra, 2024). 
Begitu juga DPD yang relatif hampir sama. Apalagi DPD tidak 
mempunyai kewenangan untuk memutuskan, sehingga kurang 
mempunyai “bargaining” terhadap pemerintah (Alfian, 2025; 
Diniyanto, 2022; N, 2025). 

Faktor penyebab karena anggota DPR lebih mengikuti perintah 
partai. Apalagi partai berkoalisi dengan pemerintah. Kemungkinan 
besar partai koalisi akan seirama dengan pemerintah. Akhirnya 
mutatis mutandis terhadap anggota DPR yang merupakan anggota 
partai politik. Hal ini secara pragmatis sangat strategis. Karena, jika 
tidak mengikuti perintah partai maka ada resiko recall atau dipindah. 
Mengingat partai sangat berdaulat dalam memindahkan dan 
mengganti anggota DPR. Kalaupun dilawan, maka harus dilawan 
lewat penyelesaian di internal partai terlebih dahulu dan 
penyelesaian bisa sampai di luar partai seperti melalui mekanisme 
pengadilan. Tentu membutuhkan waktu dan tenaga banyak (T. C. I. 
Permana, 2016; Poenene et al., 2023). Tidak heran jika kemudian 
anggota DPR tidak mengambil resiko tersebut dan lebih memilih 
untuk menurut terhadap perintah partai dengan alasan disiplin 
partai. Walaupun perintah partai kurang sesuai dengan aspirasi 
rakyat atau konstituen. Ditambah, pengambilan keputusan di partai 
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politik ada yang sentralistik. Artinya tidak semua partai politik dalam 
pengambilan keputusan demokratis. Ada partai politik yang 
sentralistik dalam pengambilan keputusan. Disini semakin 
menjadikan anggota DPR kurang mempunyai kedaulatan dalam 
menjalankan fungsi lembaga perwakilan. Bagaimana dengan DPD? 
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa secara konstitusi, 
DPD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Artinya, 
DPD tidak mempunyai kedaulatan. Karena indikator utama 
kedaulatan adalah adanya kewenangan untuk memutuskan. 

Akibat dari anggota lembaga perwakilan yang kurang berdaulat 
dalam menjalankan fungsi yaitu tidak terlaksananya fungsi lembaga 
perwakilan. Anggota DPR lebih memilih kedaulatan partai politik 
dibandingkan dengan kedaulatan sebagai anggota DPR. Anggota DPD 
sudah pasti tidak mempunyai kedaulatan, karena tidak mempunyai 
kewenangan untuk memutuskan. 

Solusi yang dapat dilakukan agar anggota lembaga perwakilan 
mempunyai kedaulatan adalah dengan melakukan reformasi hukum 
dalam partai politik dan menambah kewenangan bagi anggota DPD. 
Reformasi hukum dimaksud yaitu perlu ada reformasi atau 
perubahan undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu. 
Misalnya, partai politik tidak bisa secara serta merta melakukan 
recall terhadap anggota DPR hanya karena tidak menuruti kehendak 
partai politik. Harus dilihat terlebih dahulu alasan anggota DPR tidak 
menurut kehendak partai politik. Jika alasan anggota DPR tidak 
menurut kehendak partai politik karena bersebrangan dengan 
kehendak rakyat atau konstituen, maka anggota DPR tidak dapat di 
recall. Menentukan bahwa alasan anggota DPR itu benar atau tidak, 
maka harus diputuskan oleh pengadilan agar obyektif. Kemudian 
untuk anggota DPD, perlu ada penambahan atau penguatan 
kewenangan. Terutama perlu adanya kewenangan anggota DPD 
untuk memutuskan. Mislanya terkait dengan Rancangan Undang-
Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD perlu 
diberikan kewenangan untuk ikut memutuskan. 

Ketiga, anggota lembaga perwakilan kurang mengetahui 
aspirasi rakyat. Adanya aksi unjuk rasa di akhir Bulan Agustus Tahun 
2025, sebenarnya cukup jelas bahwa lembaga perwakilan kurang 
melakukan mitigasi. Artinya lembaga perwakilan kurang mengetahui 
aspirasi masyarakat. Bandingkan, jika lembaga perwakilan 
mengetahui aspirasi masyarakat, tidak mungkin terjadi aksi 
demonstrasi. Karena sudah ada mitigasi dari lembaga perwakilan. 
Mislanya, dengan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk 
ditindaklanjuti atau langsung melaksanakan aspirasi dengan fungsi 
yang dimiliki (Abiyoso, 2025; Trinugroho, 2025a, 2025b). 
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Ada faktor penyebab anggota lembaga perwakilan kurang 
mengetahui aspirasi rakyat. Faktor yang besar yaitu disebabkan 
anggota lembaga perwakilan bersifat elitis atau kurang merakyat. 
Anggota lembaga perwakilan lebih senang tidak menapak tanah 
dibandingkan harus membumi (merakyat) (Andini, 2025; Fajri, 2025; 
Haboddin, 2018; Huda, 2023; Juliana, 2025; Sutrisna & Ramadhan, 
2025a). Anggota lembaga perwakilan yang merakyat pasti akan tahu 
apa kehendak dari rakyat. Karena yang dirasakan oleh rakyat sama 
dengan yang dirasakan oleh anggota lembaga perwakilan. 
Nampaknya hal tersebut relatif tidak terjadi secara masif. 

Akibatnya, anggota lembaga perwakilan tidak mengetahui 
aspirasi rakyat. Anggota lembaga perwakilan lebih fokus pada 
kehendak dan selalu menerima (take for granted) pemerintah dalam 
menjalankan program. Akhirnya, pendekatan yang dilakukan oleh 
anggota lembaga perwakilan cenderung top down, yaitu ikut serta 
mensukseskan program pemerintah dari atas ke rakyat. Walaupun 
ada kemungkinan program yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak 
sesuai dengan aspirasi rakyat atau program tersebut kurang 
dibutuhkan masyarakat (Fitri & Sembiring, 2025; Hanan, 2018; 
Tashandra, 2017). 

Seharusnya anggota lembaga perwakilan lebih menggunakan 
pendekatan bottom up, pendekatan dari bawah sebagai solusi 
terhadap penyebab anggota lembaga perwakilan yang kurang 
mengetahui aspirasi rakyat. Anggota lembaga perwakilan harus 
turun terlebih dahulu ke rakyat dan menyerap aspirasi rakyat. Hasil 
dari penyerapan aspirasi tersebut kemudian disampaikan oleh 
pemerintah. Pemerintah selanjutnya melakukan membuat program 
dengan mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh lembaga 
perwakilan. Disamping itu, lembaga perwakilan juga harus 
melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan oleh 
pemerintah agar sesuai dengan aspirasi rakyat dan sampai kepda 
rakyat. Pendekatan bottom up akan lebih memberikan ruang bagi 
aspirasi rakyat menjadi program pemerintah. Anggota lembaga 
perwakilan juga tidak menjadi “corong” pemerintah. Melainkan 
benar-benar menjadi penyambung aspirasi rakyat.   

Keempat, adalah antara rakyat dan wakil rakyat tidak saling 
kenal (Memolo, 2025; Mustika et al., 2019; Sunaryadi, 2025). Hal ini 
cukup dimungkinkan karena tidak semua rakyat mengenal anggota 
lembaga perwakilan, terutama yang terwakili di daerah pemilihan. 
Mungkin, hanya anggota lembaga perwakilan yang sering muncul di 
media mainstream atau media sosial yang dikenal oleh rakyat. Bisa 
juga karena rajin turun ke rakyat sehingga dikenal oleh rakyat.  

Penyebab antara rakyat dan wakil rakyat tidak saling kenal 
karena wakil rakyat intens berkomunikasi dengan rakyat saat 
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menjelang Pemilu. Anggota lembaga perwakilan yang jarang muncul 
di media mainstream atau media sosial. Kemudian jarang turun ke 
rakyat atau jarang mengunjungi daerah pemilihan. Mengunjungi 
hanya saat reses atau menjelang Pemilu saja. Kondisi tersebut 
menyebabkan anggota lembaga perwakilan sebagai wakil rakyat 
tidak di kenal oleh rakyat. Begitu juga dengan wakil rakyat yang 
jarang turun ke rakyat atau ke daerah pemilihan. Pasti tidak 
mengenal rakyat yang diwakili. Mungkin yang dikenal hanya 
segelintir tokoh-tokoh masyarakat saja (Harbowo & Kurnia Yunita 
Rahayu, 2024; Kumanireng, 2025; Novriansyah, 2025; Prabowo, 2023). 

Akibatnya tentu anggota lembaga perwakilan tidak mengetahui 
aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin, anggota lembaga perwakilan 
akan mengetahui aspirasi rakyat apabila tidak kenal rakyat. Orang 
akan tahu keinginan orang jika terlebih dahulu kenal. Tanpa kenal 
sulit untuk tahu keinginan orang.  

Solusi yang perlu dilakukan adalah mengatur hubungan rakyat 
dengan wakil rakyat. Pengaturan tersebut misalnya dengan 
mewajibkan wakil rakyat untuk turun ke rakyat atau daerah 
pemilihan. Sebenarnya sudah ada, seperti reses, dengar pendapat dll. 
Namun intensitas dan volume kurang banyak secara kuantitas. 
Mungkin bisa dengan pengaturan 50:50. Maksudnya wakil rakyat 
setidaknya berada di daerah pemilihan 15 hari dalam sebulan. 
Kondisi ini dapat meningkatkan intensitas hubungan antara rakyat 
dengan wakil rakyat. 

Kelima, wakil rakyat tidak hidup di masyarakat yang diwakili. 
Hal ini dapat dilihat dari mulai proses pencalonan sebagai wakil 
rakyat sampai dengan penetapan sebagai wakil rakyat. Banyak 
anggota lembaga perwakilan yang bukan berasal dari daerah 
pemilihan yang diwakili. Mislanya, anggota lembaga perwakilan yang 
tinggal di Jakarta kemudian mewakili daerah pemilihan di luar 
Jakarta (Garnesia, 2019; A. R. E. Putra et al., 2023; Rahmawan, 2018).  

 Faktor penyebab terjadinya keadaan tersebut karena sistem 
Pemilu yang membolehkan calon dari luar daerah. Syarat menjadi 
anggota lembaga perwakilan tidak harus berasal dan bertempat 
tinggal di daerah pemilihan. Hal ini misalnya, dapat dilihat saat 
Pemilu Tahun 2024. Banyak calon anggota lembaga perwakilan 
bukan berasal daerah daerah pemilihan yang diwakili. 

Karena anggota lembaga perwakilan bukan berasal dari daerah 
pemilihan yang diwakili, akibatnya tidak mengetahui aspirasi rakyat. 
Aspirasi rakyat saat ini sangat cepat sebagaimana perkembangan 
kehidupan yang cepat. Mislanya, terjadi peningkatan harga makanan 
pokok akibatnya langsung terasa di rakyat. Peningkatan harga 
makanan pokok tidak terjadi setiap tahun atau setiap semester. Bisa 
terjadi setiap bulan, bahkan setiap hari. Keadaan seperti ini tentu 



Reformasi Lembaga Perwakilan Indonesia yang Berlandaskan Budaya Bangsa untuk Percontohan di Tingkat Global 
 

Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia, Vol. 2, No. 2, Nov 2025, page 184 - 208 | 194  
 

sangat cepat terjadi. Wakil rakyat yang bukan berasal dari daerah 
pemilihan yang diwakili dan tidak intens tinggal di daerah pemilihan. 
Nampaknya sulit untuk cepat mengetahui aspirasi rakyat yang 
ditopang oleh perubahan keadaan secara cepat. 

Solusi yang dilakukan seharusnya, wakil rakyat atau anggota 
lembaga perwakilan harus hidup di masyarakat yang diwakili atau di 
daerah pemilihan. Kehidupan wakil rakyat harus lebih banyak 
berada di daerah pemilihan. Boleh dipadankan yaitu kantor wakil 
rakyat tidak hanya di Ibu Kota Negara saja, tetapi juga di daerah 
pemilihan. Kehadiran wakil rakyat harus lebih banyak di daerah 
pemilihan dibandingkan di luar daerah pemilihan. Hal ini agar wakil 
rakyat lebih banyak hidup dengan rakyat yang diwakili atau di 
daerah pemilihan. 

Itulah lima penyebab fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan 
dengan maksimal. Lebih jelas terkait dengan penyebab, faktor, 
akibat, dan solusi dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Table 1. Penyebab Fungsi Lembaga Perwakilan Tidak Berjalan dengan Maksimal 

No Penyebab Faktor Akibat Solusi 

1 Kurang memahami 
fungsi 

Kompetensi dan 
kapasitas kurang 
atau tidak sesuai 

background 

Tidak 
melaksanakan 

fungsi 

Penempatan 
sesuai kompetensi, 

kapasitas dan 
background 

2 Kurang berdaulat Mengikuti 
perintah partai 

yang sentralistik 

Tidak 
melaksanakan 

fungsi 

Reformasi partai 
politik 

3 Kurang mengetahui 
aspirasi rakyat 

Elitis/kurang 
merakyat 

Tidak 
mengetahui 

aspirasi 
rakyat 

Pendekatan 
aspirasi harus 

bottom up 

4 Rakyat dan wakil 
rakyat tidak saling 

kenal 

Wakil rakyat 
intens 

berkomunikasi 
dengan rakyat 
saat menjelang 

Pemilu 

Tidak 
mengetahui 

aspirasi rakyat 

Pengaturan 
hubungan rakyat 

dengan wakil 
rakyat 

5 Wakil rakyat tidak 
hidup di masyarakat 

yang diwakili 

Sistem Pemilu 
yang 

membolehkan 
calon dari luar 

daerah 

Tidak 
mengetahui 

aspirasi rakyat 

Anggota lembaga 
perwakilan harus 

hidup di 
masyarakat yang 

diwakili 
 
2.2. Reformasi Lemaga Perwakilan Berlandaskan Budaya Bangsa 

 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi lembaga perwakilan 

tidak berjalan dengan maksimal karena ada penyebab dan faktor 
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penyebab. Bahkan fungsi yang tidak berjalan menimbulkan adanya 
akibat. Artikel ini telah memberikan solusi terhadap penyebab, faktor 
penyebab, dan akibat. Namun solusi tersebut masih bersifat abstrak. 
Perlu solusi yang lebih konkrit dan dapat diimplementasikan. Solusi 
tersebut dapat dirumuskan dalam suatu reformulasi.  

Sebelum melangkah dalam reformulasi perlu dipastikan setelah 
reformulasi selesai harus ada reformasi. Hal ini karena reformulasi 
dan reformasi saling berkaitan. Reformasi adalah jiwa, sedangkan 
reformulasi adalah nyawa. Tanpa ada reformasi, sulit untuk 
menerapkan reformulasi. Tanpa ada reformulasi, reformasi tidak 
akan berjalan (hidup). Oleh karena itu setelah melakukan reformulasi 
harus diikuti dengan reformasi. 

Reformulasi lembaga perwakilan yang penulis ajukan adalah 
dengan berangkat dari solusi. Solusi tersebut merupakan solusi 
terhadap tatanan lama (formulasi) dan sebagai basis untuk 
melakukan reformulasi. Setelah dilakukan reformulasi, selanjutnya 
adalah membuat reformasi lembaga perwakilan. Ada setidaknya lima 
solusi yang telah ditawarkan oleh penulis.  

Kesatu, penempatan sesuai kompetensi, kapasitas dan 
background. Formulasi saat ini masih melakukan rekrutmen dan 
penempatan tidak berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan 
background. Belum ada aturan yang mengatur secara spesifik terkait 
dengan rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kompetensi, 
kapasitas, dan background. Reformulasi kedepan perlu ada 
pengaturan yang konkrit terkait rekrutmen dan penempatan anggota 
lembaga perwakilan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan 
background. Bukan berarti menyempitkan fungsi anggota lembaga 
perwakilan atau mendiskriminasi. Hal ini lebih agar anggota lembaga 
perwakilan benar-benar direkrut dan ditempatkan berdasarkan 
kompetensi, kapasitas, dan background. Karena pada dasarnya, 
lembaga perwakilan merupakan representasi masyarakat, sehingga 
tidak mungkin ada anggota lembaga perwakilan yang tidak 
mempunyai tempat sesuai kompetensi, kapasitas, dan background. 
Hasil reformulasi tersebut dapat diterapkan dalam bentuk reformasi. 
Reformasi yang dapat dilakukan dengan mereformasi partai politik 
agar menggunakan sistem merit (Maysura, 2025). Jika yang 
diterapkan adalah sistem merit, maka akan terjadi rekrutmen dan 
penempatan anggota lembaga legislatif sesuai dengan kompetensi, 
kapasitas, dan background. 

Kedua, reformasi partai politik harus dilakukan, karena 
formulasi yang sekarang, banyak anggota lembaga perwakilan yang 
menataati perintah partai. Partai lebih dominan dan kuat dalam 
menentukan arah kebijakan di lembaga perwakilan (khususnya DPR).  
Hal tersebut sebenarnya logis, karena syarat menjadi anggota 
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lembaga perwakilan (DPR) harus diusulkan oleh partai politik dan 
menjadi anggota partai politik. Artinya perintah partai sangat penting 
dan harus ditaati. Namun yang menjadi problem dan tantangan 
adalah ketika perintah partai tidak sesuai dengan aspirasi 
masyarakat, khususnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. 
Kondisi ini tentu akan membuat anggota lembaga perwakilan 
terjabak. Tidak menurut terhadap perintah partai dapat dikenakan 
sanksi, bahkan pemecatan yang berdampak pada pemberhentian 
sebagai anggota lembaga perwakilan. Tidak menurut aspirasi 
masyarakat sama dengan nir-fungsi dan mengkhianati rakyat, 
bahkan dapat tidak terpilih kembali. Posisi tersebut menyebabkan 
anggota lembaga perwakilan tidak mempunyai kedaulatan penuh. 
Perlu ada reformualasi yang tepat, salah satunya adalah dengan 
memberikan kedaulatan penuh kepada anggota lembaga perwakilan. 
Anggota lembaga perwakilan rakyat harus dapat menggunakan 
kedaulatan secara penuh untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan 
membela kepentingan rakyat. Reformasi yang dapat dilakukan yaitu 
anggota lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan 
rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan dari kepentingan 
partai politik. Karena logikanya, kepentingan rakyat tidak mungkin 
bertentangan dengan kepentingan partai politik. Esensi partai politik 
adalah instrumen aspirasi rakyat.  

Ketiga, pendekatan aspirasi harus bottom up. Formulasi yang 
sekarang terjadi, sistem aspirasi sudah ada, tetapi tidak maksimal. 
Wakil rakyat cenderung mengikuti kehendak pemerintah. Hal ini 
terbukti dari banyaknya kebijakan pemerintah yang selalu mulus 
tanpa kritik tajam dari anggota lembaga perwakilan. Anggota 
lembaga perwakilan seperti “take for granted (menerima begitu saja)” 
terhadap kebijakan pemerintah (Harbowo, 2023). Kedepan 
reformulasi yang perlu ada adalah melakukan kritik terhadap semua 
kebijakan pemerintah. Karena tidak mungkin suatu kebijakan 
sempurna. Angota lembaga perwakilan harus mampu melakukan 
kritik. Caranya adalah, anggota lembaga perwakilan harus 
melakukan penyerapan asirasi dan mengawal aspirasi serta 
mengawasi program pemerintah. Tanpa adanya hal tersebut, sulit 
bagi anggota lembaga perwakilan untuk melakukan kritik. Karena 
salah satu basis data melakukan kritik adalah dengan cara menyerap 
aspirasi masyarakat dan mengawasi program pemerintah. Disini, 
reformasi yang dapat dilakukan sama yaitu anggota lembaga 
perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Perlu ada 
aturan yang konkrit dan jelas yang menyatakan bahwa anggota 
lembaga perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat 
disbanding kepentingan apapun. 
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Keempat, pengaturan hubungan rakyat dengan anggota 
lembaga perwakilan. Formulasi saat ini jelas yaitu anggota lembaga 
perwakilan turun saat reses. Namun reses tidak setiap hari atau 
setiap bulan. Ada masa-masa tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan 
hubungan rakyat dengan anggota lembaga perwakilan kurang intens. 
Reformulasi yang dapat dilakukan adalah dengan adanya kewajiban 
anggota lembaga perwakilan untuk di daerah pemilihan. Anggota 
lembaga perwakilan setidaknya ada di daerah pemilihan selama 15 
(lima belas) hari dalam sebulan. Kondisi tersebut ideal agar anggota 
lembaga perwakilan bisa mempunyai hubungan yang intens dengan 
rakyat. Formulasi yang dapat dilakukan tetap, yaitu anggota lembaga 
perwakilan harus mengutamakan kepentingan rakyat. 

Kelima, anggota lembaga perwakilan harus hidup di masyarakat 
yang diwakili. Formulasi yang ada saat ini, anggota lembaga 
perwakilan bebas tidak harus dari daerah pemilihan. Kedepan perlu 
ada pengaturan bahwa anggota lembaga perwakilan harus dari 
daerah pemilihan. Hal ini agar anggota lembaga perwakilan harus 
dari daerah pemilihan benar-benat berasal dari masyarakat dan 
tinggal dengan masyarakat yang diwakili. Sekali lagi, formulasi yang 
dapat dilakukan yaitu anggota lembaga perwakilan harus 
mengutamakan kepentingan rakyat. 

Table 2. Reformasi Lembaga Perwakilan 
Solusi Formulasi Reformulasi Reformasi 

Penempatan sesuai 
kompetensi, 

kapasitas dan 
background 

Rekrutmen dan 
penempatan tidak 

mengatur 
berdasarkan 
kompetensi, 

kapasitas, dan 
background 

Rekrutmen dan 
penempatan diatur 
harus berdasarkan 

kompetensi, 
kapasitas, dan 

background 

Merit sistem dalam 
partai politik 

Reformasi partai 
politik 

Menaati perintah 
partai 

Memberikan 
kedaulatan penuh 

kepada anggota 
lembaga 

perwakilan 

Anggota lembaga 
perwakilan harus 
mengutamakan 

kepentingan rakyat 

Pendekatan 
aspirasi harus 

bottom up 

Sistem aspirasi 
sudah ada, tetapi 
tidak maksimal. 

Anggota lembaga 
perwakilan 
cenderung 
mengikuti 
kehendak 

pemerintah 

Anggota lembaga 
perwakilan harus 

melakukan 
penyerapan asirasi 

dan mengawal 
aspirasi serta 
mengawasi 

program 
pemerintah 

Anggota 
lembaga 

perwakilan 
harus 

mengutamakan 
kepentingan 

rakyat 
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Pengaturan 
hubungan rakyat 
dengan anggota 

lembaga 
perwakilan 

Anggota lembaga 
perwakilan turun 

saat reses 

Kewajiban anggota 
lembaga 

perwakilan untuk 
di daerah 
pemilihan 

setidaknya 15 hari 
dalam sebulan 

Anggota lembaga 
perwakilan harus 
mengutamakan 

kepentingan rakyat 

Anggota lembaga 
perwakilan harus 

hidup di 
masyarakat yang 

diwakili 

Anggota lembaga 
perwakilan bebas 
tidak harus dari 

daerah pemilihan 

Anggota lembaga 
perwakilan harus 

dari daerah 
pemilihan 

Anggota lembaga 
perwakilan harus 
mengutamakan 

kepentingan rakyat 

Reformasi tersebut dapat dikatakan telah ideal karena berlandaskan 
budaya bangsa. Budaya bangsa apa yang dimaksud? budaya bangsa gotong 
royong (Marhayati, 2021; D. D. Permana et al., 2022). Lihat saja misalnya, 
reformasi yang harus dilakukan adalah anggota lembaga perwakilan harus 
mengutamakan kepentingan rakyat caranya dengan 3 (tiga)  pendekatan: 
(1) harus bottom up; (2) anggota lembaga perwakilan harus lebih banyak di 
daerah yang diwakili; serta (3) antara wakil rakyat dan rakyat hidup 
bersama-sama. Semua itu dapat diartikan sebagai gotong royong. Gotong 
royong antara anggota lembaga perwakilan dengan rakyat. Hal ini juga 
selaras dengan pemikiran dari Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan 
bahwa semua suku, ras, dan agama yang mayoritas dan minoritas harus 
diakomodasi negara. Lembaga perwakilan harus mengakomdasi tersebut. 
Lebih lanjut, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa dengan ada sistem 
pemilihan seperti sekarang suku, ras, dan agama minoritas sulit untuk 
menjadi anggota lembaga perwakilan. Karena berpotensi besar kalah 
dalam jumlah suara (S. Wijaya, 2023b, 2023a). Pemikiran Yusril Ihza 
Mahendra tersebut dapat terlaksana, salah satunya dengan reformasi 
lembaga perwakilan berdasarkan budaya bangsa yaitu gotong royong. 
Karena, dengan adanya tiga pendekatan diatas, sangat mungkin suku, ras, 
dan agama minoritas memiliki wakil yang menjadi anggota di lembaga 
perwakilan. 

 
2.3. Strategi Lembaga Perwakilan di Indonesia menjadi Percontohan 

Global 
Reformulasi dan reformasi lembaga perwakilan berlandaskan 

budaya bangsa sangat penting. Karena lembaga perwakilan yang 
berlandaskan budaya bangsa merupakan lembaga perwakilan yang 
benar-benar berasal dari jati diri bangsa (original). Tidak 
menduplikasi dari negara atau bangsa lain. Lembaga perwakilan 
yang seperti ini harus menjadi percontohan global. Lembaga 
perwakilan di Indonesia bisa menjadi percontohan global. Syaratnya 
lembaga perwakilan di Indonesia harus berlandaskan budaya bangsa 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada setidaknya dua alasan 
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lembaga perwakilan Indonesia menjadi percontohan global. Kesatu, 
anggota lembaga perwakilan berasal dari daerah yang diwakili. 
Kedua, anggota lembaga perwakilan intens berhubungan dengan 
rakyat (hidup bersama rakyat). Tidak ada alasan masyarakat 
mayotitas atau minoritas untuk tidak terwakili. Semua golongan atau 
lapisan masyarakat dapat terwakili. Namun, lembaga perwkilan yang 
menjadi percontohan global membutuhkan strategi. Ada setidaknya, 
3 (tiga) strategi yang dapat dilakukan yaitu: (1) menerapkan 
reformulasi; (2) menerapkan reformasi; dan (3) mengkampanyekan 
globalisme dan lokalisme. 

Reformulasi yang seperti penulis usulkan, perlu diterapkan 
secara konsisten dan konsekuen. Penerapan reformulasi harus 
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam. 
Dilanjutkan dengan mereformulasi lembaga perwakilan secara 
konkrit dan tidak multitafisir. Pengaturan-pengaturan yang dibuat 
melalui reformulasi harus jelas dan rinci. Kemudian reformulasi 
dilakukan terhadap hal-hal yang telah dilakukan evaluasi dan 
mempunyai kekurangan. Terkait hal-hal yang sudah ideal, tidak perlu 
dilakukan reformulasi. Kondisi tersebut perlu dilakukan agar 
reformulasi benar-benar fokus pada penyelesaian masalah dan 
memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan. 

Reformasi juga harus dilakukan. Caranya adalah dengan 
menerapkan reformulasi dan mengubah berbagai sistem yang sudah 
tidak berfungsi dengan baik. Artinya, reformasi dilakukan secara 
fungsional dan struktural. Reformasi terhadap fungsi anggota 
lembaga perwakilan agar lebih fokus pada pelaksanaan fungsi. Bukan 
mengubah fungsi yang telah ada, melainkan menguatkan fungsi. 
Misalnya, fungsi anggota lembaga perwakilan yaitu: (1) legislasi; (2) 
anggaran; dan (3) pengawasan. Fungsi tersebut harus dijalankan 
dengan benar agar untuk mengutamakan dan berorientasi pada 
kepentingan rakyat. Reformasi terhadap struktur dilakukan untuk 
memperbaiki struktur yang telah ada, tidak mengubah struktur total. 
Misalnya, perlunya pengaturan sistem merit dalam partai politik atau 
perlunya pengaturan demokratisasi dalam partai politik. Disamping 
itu juga perlu penegasan bahwa reformasi yang dilakukan adalah 
agar anggota lembaga perwakilan mengutamakan kepentingan 
rakyat. 

Mengkampanyekan globalisme dan lokalisme, istilah yang 
dipakai oleh Jimly Asshiddiqie. Jimly menyatakan bahwa "Perpaduan 
globalisme dan lokalisme itulah terbentuk dalam pengertian 
nasoinalisme masa depan,". Artinya harus ada perpaduan antara 
institusi yang mengglobal dengan tradisi pada suatu negara atau 
bangsa (Anwar, 2017; Asshiddiqie, 2020, 2024; Ma’arif, 2024; 
Mpr.go.id, 2022; UNPAR, 2022). Lembaga perwakilan di Indonesia 
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dapat dikatakan telah mengadopsi dari institusi yang berkembang 
secara global (Asshiddiqie, 2006; M. P. R. R. Indonesia, 2017). Namun, 
dalam perjalanannya, lembaga perwakilan hasil adopsi tersebut, 
belum memberikan kondisi yang ideal seperti yang telah dijelaskan 
sebelumhya. Oleh karena itu, perlu perpaduan antara globalisme 
dengan lokalisme. Artinya, lembaga perwakilan yang telah diadopsi 
dari perkembangan global, harus dipadukan dengan tradisi lokal 
bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Perpaduan tersebut harus 
dikampanyekan kepada global sebagai ciri khas lembaga perwakilan 
Indonesia. Dunia global sangat mungkin menerima tersebut karena 
adanya perpaduan globalisme dan lokalisme. Namun, sebelum 
mengkampanyekan globalisme dan lokalisme lembaga perwakilan 
sehingga menjadi percontohan. Perlu ada penerapan yang konsisten 
dan konseken di Indonesia. Jangan sampai sudah mengkampanyekan 
globalisme dan lokalisme lembaga perwakilan yang berlandaskan 
budaya bangsa, tetapi belum diterapkan di Indonesia. Indonesia 
harus membuktikan bahwa lembaga perwakilan yang berlandaskan 
budaya bangsa dan memdukan dengan perkembangan global mampu 
melakukan fungsi dengan benar dan bermanfaat bagi rakyat. Jika itu 
terjadi, maka lembaga perwakilan di Indonesia yang berlandaskan 
budaya bangsa dapat menjadi percontohan di tingkat global. 

 
3. Simpulan 

Fungsi lembaga perwakilan tidak berjalan dengan maksimal disebabkan: (1) 
anggota lembaga perwakilan kurang memahami fungsi lembaga perwakilan; (2) 
anggota lembaga perwakilan tidak mempunyai kedaulatan yang kuat dalam 
melaksanakan fungsi; (3) anggota lembaga perwakilan tidak mengetahui 
aspirasi atau kehendak dari masyarakat; (4) antara rakyat dengan wakil rakyat 
(anggota lembaga perwakilan) tidak saling mengenal; dan (5) wakil rakyat 
(anggota lembaga perwakilan) tidak hidup bersama-sama dengan rakyat yang 
diwakili. Penyebab tersebut karena ada faktor. Penyebab juga mempunyai 
akibat dan harus diselesaikan dengan solusi. Solusi diberikan untuk membuat 
reformulasi terhadap formulasi saat ini yang belum berjalan dengan baik atau 
bermasalah. Reformulasi harus diterapkan dalam bentuk reformasi seperti 
perlunya reformasi struktural dan fungsional. Reformasi yang ideal adalah 
dengan melakukan reformasi lembaga perwakilan agar berlandaskan budaya 
bangsa yaitu gotong royong. Jika reformulasi dan reformasi lembaga perwakilan 
diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Lembaga perwakilan di Indonesia 
yang berlandaskan budaya bangsa dapat menjadi percontohan di tingkat global. 
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